
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 
PROVINSI JAMBI 

 
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

NOMOR : 59/Kep.Bup/BKAD/2023 
 

TENTANG 

 
PENETAPAN REKENING BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) 

PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PADA BANK NEGARA INDONESIA (BNI)  

 
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 

 

Menimbang   : a.  bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 
Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana 

Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 
2023 di perlukan pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan 

pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Bank Negara Indonesia 
dalam bentuk rekening; 

b.  bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu 
menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rekening 

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Pusat Kesehatan 
Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat pada Bank Negara Indonesia (BNI);  
 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi 
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1965 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung 
Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 tahun 
1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di 

Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2755); 

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro 
Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 

SALINAN 



- 2 - 
 

Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, 
Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3969); 

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara ( Lembaga Negara  Repubik  Indonesia  Tahun  2003    
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286 ); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 

73.Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4214) 
sebagaimanatelah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 

53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan 
Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
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Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
157); 

 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah 

Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang 
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 

Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana 
Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 

2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
1460); 

13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6; Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 
5); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 
1); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 

Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 
2022 Nomor 6); 

16. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 38 Tahun 2022 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 

(Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 
Nomor 38); 

 
Memperhatikan : 1.  Surat Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 

PR.01.01/Menkes/9/2023 Tanggal 6 Januari 2023 
Perihal  Rekomendasi Bank Operasional Pengelola 
Rekening Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 

Puskesmas; 
 

   2. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor : PR.01.01/I/95/2023 Tanggal 9 Januari 
2023 Perihal Standarisasi Rekening Dana BOK 

Puskesmas; 
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3. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung 
Barat Nomor : 900.1.13.3/284/Dinkes/2023 Tanggal 31 
Januari 2023 Perihal Permohonan Penetapan Rekening 

BOK Puskesmas; 
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  :  

KESATU  : Menetapkan Rekening Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada 

Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Bank Negara Indonesia 
(BNI) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. 

 
KEDUA  : Penggunaan Rekening Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada 

Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana dimaksud pada 

Diktum KESATU bertanggung jawab melaporkan Kepada Bupati. 
 
KETIGA  : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2023. 

 

 

 

 

 
 

 

Ditetapkan di Kuala Tungkal 

pada tanggal,  6 Februari 2023 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 

 

 
 

 

ANWAR SADAT 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 

 
AGUS SUMANTRI, SHI.,MH 

NIP. 19870811 201101 1 001 
 


